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Abstract: Poverty, Innovation and Hope Family Program. This study aims to determine the
Implementation of the Hope Family Program Policy Innovation in Langgam District, Pelalawan
Regency and to find out what are the supporting factors and inhibitors. The research method used
is a qualitative descriptive method. Informants in this study were heads of social protection and
security, district coordinators, district operators, social welfare officers, sub-district coordinators,
social assistants, beneficiary families, independent bank employees. Techniques for collecting data
using observation, interviews and documentation. Data analysis through stages, starting from data
reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the
implementation of the family planning program policy innovations in Langgam District, Pelalawan
Regency has not run optimally.
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Abstrak: Kemiskinan, Inovasi dan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk
untuk mengetahui Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Langgam Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahu faktor apa saja  pendukung dan
penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Informan
dalam penelitian ini adalah kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, koordinator kabupaten,
operator kabupaten, kasi kesejahteraan sosial, koordinator kecamatan, pendamping sosial, keluarga
penerima manfaat, pegawai bank mandiri. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan, mulai dari reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan inovasi
kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan belum berjalan
dengan optimal.

Kata kunci: kemiskinan, inovasi, program, keluarga harapan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara besar dan
negara sedang berkembang yang memiliki
hampir 264 juta penduduk, tentunya
Indonesia tidak lepas dari isu kemiskinan,
ketimpangan dan kesenjangan antara pen-
dapatan sikaya dan simiskin, untuk menga-
tasi persoalan kemiskinan tersebut dibutuh-
kan peran aktif pemerintah dari suatu orde
ke orde selanjutnya. Menurut Sulistiyani
(2004) menyatakan bahwa kemiskinan me-
rupakan kondisi yang jauh dari keadaan
yang disebut sejahtera. Sejahtera merupa-
kan kondisi dimana seseorang berada pada
suatu kondisi telah mampu memenuhi
kebutuhan diluar kebutuhan dasar.
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Proses pemerintahan yang sedang
berlangsung pada saat ini juga menghadapi
persoalan yang serupa, yaitu kemiskinan.
Berbagai bentuk program dan stimulus
yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah
dalam menanggulangi dan pengetasan ke-
miskinan selama ini belum memberikan
dampak yang begitu maksimal sehingga
sampai saat ini tujuan dari rencana pemba-
ngunan nasional terkait permasalahan dan
peningkatan kesejahteraan sosial masih
menjadi masalah yang belum teratasi secra
maksimal. Dikarenakan berbagai bentuk
program penanggulangan kemiskinan yang
ada sebelumnya tidak berfungsi secara
maksimal maka pemerintah secara sinergi
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dan sistematis membentuk program khusus
yang diberi nama Program Keluarga
Harapan (PKH).

Secara umum Program Keluarga Ha-
rapan memiliki tujuan untuk meningkatkan
aksebilitas terhadap pelayanan pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam
mendukung tercapainya kualitas hidup ke-
luarga penerima manfaat dan program kelu-
arga harapan dapat mengurangi beban pe-
ngeluaran keluarga penerima manfaat da-
lam jangka pendek serta memutus rantai
kemiskinan dalam jangka panjang. Tujuan
Program Keluarga Harapan (Permensos no-
mor 01 tahun 2018 tentang Program Kelu-
arga Harapan Pasal 2) adalah

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga
penerima manfaat melalui akses
layanan pendidikan , kesehatan dan
kesejahteraan sosial;

2. Mengurangi beban pengeluaran dan
meningkatkan pendapatan keluarga
miskin dan rentan;

3. Menciptakan perubahan perilaku
dan kemandirian keluarga penerima
manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan serta
kesejahteraan sosial;

4. Mengurangi kemiskinan dan kesen-
jangan.

5. mengenalkan manfaat produk dan
jasa keuangan formal kepada Kelu-
arga Penerima Manfaat

Program keluarga harapan yang di-
laksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui
Kementrian Sosial, sudah sejak tahun 2007
digulirkan di Provinsi Riau. Dari 12
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, baru dua
Kabupaten yang mendapatkan jatah alokasi
anggaran program keluarga harapan yaitu
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indra-
giri Hulu. Dengan dijadikan program kelu-
arga harapan menjadi program nasional
maka program tersebut menjangkau ke 12
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau
termasuk salah satunya Kabupaten Pelala-
wan yang menjadi sasaran program keluar-
ga harapan yang diharapkan kedepannya
program tersebut dapat membantu Peme-

rintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam
permasalahan penanggulangan dan pengen-
tasan kemiskinan.

Kecamatan Langgam Kabupaten Pe-
lalawan telah melaksanakan program kelu-
arga harapan pada tahun 2014. Program ini
merupakan suatu kebijakan yang didesain
untuk penanggulangan kemiskinan secara
berkelanjutan. Namun demikian, ada ber-
bagai isu atau fenomena yang muncul di-
lapangan dimana ada kesenjangan program
keluarga harapan yang telah didesain pe-
merintah melalui Kementrian Sosial pada
aplikasinya dilapangan, dan untuk menga-
tasi persoalan-persoalan yang muncul maka
program keluarga harapan terus melakukan
pembaharuan atau berinovasi. Berdasarkan
fenomena tersebut maka permasalahan pe-
nelitiannya adalah bagaimana inovasi ke-
bijakan pelaksanaan Keluarga Harapan di
Kecamatan Langgam Kebupaten Pelala-
wan?.

Menurut Bartos dalam Sangkala
(2014), Inovasi sektor Publik adalah suatu
perubahan dalam kebijakan atau praktek
manajemen yang mengarah kepada perbai-
kan terbaru dalam level layanan atau kuan-
titas atau kualitas output oleh suatu orga-
nisasi. Oleh sebab itu suatu kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah harus adanya pem-
baharuan yang lebih baik untuk menyele-
saikan masalah publik sehingga dari pelak-
sanaan inovasi tersebut mencapai tujuan
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Akan tetapi dalam penerapan inovasi
didalam kebijakan publik tidak semata-
mata penerapan begitu saja, ada beberapa
unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah
disaat menerapkan inovasi di sebuah kebi-
jakan sesuai dengan pendapat United
Nations dalam Sangkala (2014) mengenai
best practiseada beberapa unsur dalam
pelaksanaan inovasi sektor publik yaitu
dampak (impact), kemitraan (partnership),
keberlanjutan (sustainability), kepemimpi-
nan dan pemberdayaan masyarakat (leader-
ship dan community empowerment), keseta-
raan gender dan pengecualian sosial (gen-
der equality dan social inclusion), inovasi
dalam konteks dan dapat ditransfer (inno-
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vation within local content dan trans-
ferability). Artinya jika semua unsur terse-
but dapat terpenuhi dengan memperhatikan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
kegiatan program keluarga harapan, maka
Inovasi Kebijakan Program Keluarga Hara-
pan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pe-
lalawan dinyatakan optimal sesuai dengan
tujuannya yaitu mengentaskan dan menang-
gulangi kemiskinan.

Odoji dalam Nawawi (2009) berpen-
dapat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah

sesuatu yang jauh lebih penting dari pada
pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan
hanya sekedar impian atau rencana bagus
yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak
diimplementasikan. Grubb dalam Siahaan
(2010) menyampaikan lebih jauh bahwa
terdapat empat faktor penting penentu ke-
berhasilan inovasi. Masing-masing adalah
faktor sosial, kebijakan, teknologi dan eko-
nomi. Faktor-faktor ini mempunyai penga-
ruh kuat yang berbeda dalam tiap inovasi.

Gambar 1. Faktor Penghambat Inovasi Sektor Publik
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Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa
Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh
dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejah-
tera merupakan kondisi dimana seseorang
berada pada suatu kondisi telah mampu
memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan
dasar. Tjokrowinoto dalam Sulistiyani
(2004) yang mendefinisikan bahwa : Ke-
miskinan tidak hanya menyangkut masalah
kesejahteraan (welfare) semata, tetapi ke-
miskinan menyangkut persoalan kerentanan
(vulnerability), ketidakberdayaan (power-
less), tertutupnya akses kepada berbagai pe-
luang kerja, menghabiskan sebagian besar
penghasilannya untuk konsumsi, angka ke-
tergantungan tinggi, rendahnya akses terha-
dap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam
budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pelaksa-

naan inovasi kebijakan Program Keluarga
Harapan Kabupaten Pelalawan.

Program keluarga harapan sudah me-
lakukan inovasi-inovasi dalam menghadapi
persoalan-persoalan, Walaupun sudah ber-
inovasi tetap saja ada ditemukan kesenja-
ngan antara das Sain dengan das sollen
seperti sasaran utama program keluarga ha-
rapan adalah keluarga miskin atau keluarga
sangat miskin yang memenuhi syarat atau
komponen dan terdaftar di data base ke-
mentrian sosial akan tetapi masih saja ada
keluarga penerima manfaat program keluar-
ga harapan yang mampu secara ekonomi
namun ditetapakan sebagai keluarga pene-
rima manfaat bahkan keluarga penerima
manfaat program keluarga harapan yang
seharusnya menjadi sasaran utama program
komplementaritas seperti KIP, KIS, KKS,
Ranstra, E-warong Kube, Rutilahu, Subsidi
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LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi PLN, Bansos
Pemda yang seharusnya keluarga peneri-
man manfaat program keluarga harapan
menjadi prioritas utama tidak dapat ban-
tuan tersebut, dan bahkan karena disebab-
kan banyaknya program-program bantuan
sosial dari pemerintah meningkatnya kei-
nginan masyarakat yang merasa miskin su-
paya dapat bantuan sosial dari pemerintah
terkhusus bantuan sosial program keluarga
harapan, dan Kegiatan family development
session (FDS) yang menjadi ujung tombak
program keluarga harapan belum terlaksana
sebagai mana mestinya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan
Deskriptip Kualitatif. Informan dalam pe-
nelitian ini adalah kepala bidang perlindu-
ngan dan jaminan sosial, koordinator kabu-
paten, operator kabupaten, kasi kesejahte-
raan sosial, koordinator kecamatan, pen-
damping sosial, keluarga penerima man-
faat, pegawai bank mandiri dengan metode
pengambil informan menggunakan purpo-
sive sampling. Teknik pengumpulan data
adalah observasi, wawancara dan doku-
mentasi. Tehnik analisis melalui reduksi
data, model data/penyajian data dan pena-
rikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkam bahwa
Inovasi kebijakan program keluarga hara-
pan dalam penanggulangan kemiskinan ke-
luarga penerima manfaat di kecamatan
langgam kabupten Pelalawan belum ber-
jalan dengan optimal. Berdasarkan analisis
kualitatif deskriptif dapat diketahui bahwa
dampak bantuan sosial program keluarga
harapan yang dirasakan dalam jangka pen-
dek menambah keuangan keluarga peneri-
ma manfaat, akan tertapi dampak dalam
jangka panjang diharapkan keluar dari ran-
tai kemiskinan belum terlihat, adapun yang
dianggap sudah mampu oleh petugas pen-
damping PKH peserta tersebut sudah mam-
pu sebelum mendapatkan bantuan PKH.
Artinya dampak nyata (fangible) program
keluarga harapan dikecamatan Langgam

belum optimal. Kemitraan dalam program
keluarga harapan melebih dua pemangku
kepentingan (stackholder), dan setiap pe-
mangku kepentingan ada keterlibatannya
sebagaimana fungsinya. Artinya kemitraan
dalama program keluarga harapan sudah
optimal.

Keberlanjutan program keluarga ha-
rapan terus menerus dilakukan hal ini ter-
lihat dari program keluarga harapan pada
awalnya tahun 2007 sampai 2018 terus
mengalami pembaharuan, baik dari legisla-
si, kerangka institusional, kebijakan sosial
dan efesiensi dan transfaransi, seperti con-
tohnya dalam legislasi, kerangka institusio-
nal, kebijakan sosial adanya pembaharuan
kebijakan yang sekarang berpedoman pada
Permensos No Tahun 2018, dan dalam efi-
siensi, transparan dan akuntabel terlihat
dalam pencairan bantuan sosial mengguna-
kan sistem perbankan. Artinya Inovasi ke-
bijakan program keluarga harapan dikabu-
paten Pelalawan terkhusus dikecamatan
Langgam ditinjau dari Keberlanjutan su-
dah optimal.

Aktor kepemimpinan yang menjadi
inspirasi, motivasi bagi keluarga penerima
manfaat adalah pendamping PKH, kegiatan
pemberdayaan dilakukan dengan kegiatan
FDS (family development sessions), akan
tetapi dalam kegiatan pemberdayaan
melalui FDS, petugas PKH harus didiklat,
dikecamatan Langgam hanya koordinator
kecamatan saja yang sudah didiklat menye-
babkan kegiatan FDS tidak berjalan semes-
tinya. Artinya inovasi kebijakan program
keluarga harapan di tinjau dari Kepemim-
pinan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Langgam belum optimal.

Petugas program keluarga harapan
melakukan kegiatan dan pelayanan kepada
penerima bantuan sosial semuanya sama
tidak ada yang di beda bedakan, Namun
ada perbedaan dalam jumlah nominal ban-
tuan sosial kepada keluarga penerima man-
faat komponen regular dan komponen Lan-
sia berjumlah Rp. 1.890/tahun, akan tetapi
keluarga penerima manfaat komponen disa-
bilitas berat jumlah nominal bantuan sosial
2jt/tahun. Artinya Inovasi kebijakan prog-
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ram keluarga harapan di tinjau dari Keseta-
raan Gender dan Pengecualian Sosial be-
lum optimal. Kemudian belum ada sesuatu
yang baru dikabupaten Pelalawan dan Ke-
camatan Langgam yang dapat ditransfer
dan dicontoh oleh daerah lain dalam pelak-
sanaan program keluarga harapan. Artinya
Inovasi kebijakan program keluarga hara-
pan dikabupaten Pelalawan terkhusus dike-
camatan Langgam tinjau dari Inovasi dalam
konteks dan dapat ditransfer ( innovation
within local content dan transferability)
belum optimal.

Faktor-faktor pendukung dan peng-
hambat pelaksanaan inovasi kebijakan pro-
gram keluarga harapan di Kecamatan Lang-
gam Kabupaten Pelalawan. Faktor pendu-
kung, Pemerintah Kabupaten Pelalawan
dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan
insentif bagi petugas pelaksana Program
Keluarga Harapan berupa bantuan operasi-
onal pendamping (BOP), Kemudian faktor
penghambat, terbatasnya sarana dan prasa-
rana, terbatasnya anggaran kegiatan, Sum-
ber daya manusia yang belum didiklat FDS,
Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi,
dan Budaya keluarga penerima manfaat
belum bisa melakukan transaksi melalui
sistem perbankan seperti sering terjadinya
kartu KKS hilang, Kartu KKS terblokir, Pin
ATM kartu KKS hilang.

PEMBAHASAN

Sebuah kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah tentunya harus memiliki tujuan
dan berdampak bagi kehidupan masyarakat
ramai, begitupun kebijakan program kelu-
arga harapan diharapkan dampaknya bagi
masyarakat miskin keluar dari jeruji kemis-
kinan. Dan dampak tersebut sesuai dengan
tujuan secara umum Program Keluarga Ha-
rapan memiliki yaitu untuk meningkatkan
aksebilitas terhadap pelayanan pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam
mendukung tercapainya kualitas hidup ke-
luarga penerima manfaat dan program kelu-
arga harapan dapat mengurangi beban pe-
ngeluaran keluarga penerima manfaat da-
lam jangka pendek serta memutus rantai
kemiskinan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi dan wa-
wancara mendalam kepada keluarga pene-
rima manfaat PKH, tim pelaksana PKH ke-
camatan dan kabupaten, dan tim koordinasi
PKH kecamatan dan kabupaten, dampak
yang dirasakan oleh keluarga penerima
manfaat dalam waktu dekat memang mem-
bantu keuangan keluarga penerima manfaat
dalam kehidupan sehari hari, dan dampak
yang dirasakan dalam waktu yang panjang
keluarga penerima manfaat tersebut diha-
rapkan dapat keluar dari lingkaran kemis-
kinan akan tetapi dikecamatan Langgam
belum terlihat.Seperti para informan yang
berasal dari keluarga penerima manfaat
yang penulis ambil untuk memberikan in-
formasi yang sudah mendapat bantuan sela-
ma lebih kurang 4 tahun untuk komponen
regular dan lebih kurang 2 tahun untuk
komponen kesejahteraan sosial, akan tetapi
dalam jarak waktu selama itu kehidupan
perekonomian keluarga penerima manfaat
belum juga ada perubah, adapun keluarga
penerima manfaat yang dianggap mampu
oleh petugas kemudian dikeluarkan dari ke-
pesertaan PKH karena yang bersangkutan
sudah mampu sebelum mendapatkan ban-
tuan. Dapat disumpulkan bahwa dampak
yang nyata (fangible) memutus rantai ke-
miskinan program keluarga harapan di Ke-
camatan Langgam belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada
tim pelaksana PKH kecamatan dan kabupa-
ten serta tim koordinasi kecamatan dan tim
koordinasi Kabupaten Pelalawan, ada bebe-
rapa instansi yang bekerja sama dalam
kegiatan-kegiatan program keluarga hara-
pan yaitu dalam hal melakukan penyaluran
bantuan social bersama bank mandiri yang
menyediakan kartu KKS ( Kartu Keluarga
Sejahtera) yang digunakan sebagai ATM
untuk penerima bantuan, dalam hal anak
peserta PKH bias mengakses pendidikan,
dinas pendidikan di tingkat kabupaten serta
UPTD pendidikan dikecamatan. Mitra kerja
dalam hal anak peserta penerima PKH bias
melakukan akses kesehatan dalam hal ini
berobat yaitu dinas kesehatan di tingkat
kabupaten dan dikecamatan puskesmas dan
pustu/poskesdes.
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Berdasarkan wawancara kepada tim
pelaksana PKH kecamatan dan kabupaten,
dan tim koordinasi kecamatan dan kabupa-
ten serta pegawai bank mandiri, dapat pe-
nulis ambil kesimpulan bahwasanya mitra
kerja dalam kegiatan-kegiatan program ke-
luarga harapan lebih dari dua Stackholder
atau pemangku kepentingan dan setiap lem-
baga tersebut keikutsertaannya sesuai seba-
gaimana fungsinya. Artinya inovasi prog-
ram keluarga harapan dalam konteks kemit-
raan (partnership) sudah dapat dikatakan
sudah optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada
tim pelaksana dan tim koordinasi PKH di-
kecamatan langgam dan Kabupaten Pelala-
wan, diketahui bahwa program keluarga ha-
rapan terjadinya keberlanjutan baik dari se-
gi legislasi, kerangka peraturan, maupu efi-
siensi, akuntabilitas dan transfaransi sperti
pada tahun 2007 program keluarga harapan
hanya program rintisan kemudian pada ta-
hun 2012 dijadikan program nasional dan
target pemerintah pusat pada tahun 2018
penerima bantuan 10 juta KPM, kemudian
dari segi peraturan mengalami pembaharu-
an dan komponen terbaru dalam PKH yaitu
komponen kesejahteraan sosial yang meli-
puti masyarakt miskin yang usia lanjut di
atas 60 tahun dan penyandang disabilitas
berat, kemudian pedoman kegiatan pelak-
sanaan PKH yang terbaru adalah Permen-
sos No 1 Tahun 2018, dan dalam segi efisi-
ensi, akuntabilitas dan transfaransi penya-
luran bantuan sosial melalui sistem per-
bankan di bawah naugan himbara. Artinya
keberlajutan program keluarga harapan
sudah optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada
keluarga penerima manfaat, tim pelaksana
pkh kecamatan langgam serta tim pelaksa-
na PKH kabupaten dan tim koordinasi Ka-
bupaten Pelalawan, kemudian tim pelaksa-
na PKH Kecamatan Bandar Seikijang yang
peneliti wawancara sebagai perbandingan,
sosok yang menginspirasi, memotivasi dan
menasehati keluarga penerima manfaat pe-
tugas pelaksana PKH dikecamatan yaitu
pendamping PKH. Adapun bentuk pember-
dayaan dalam PKH yaitu kegiatan FDS

(family development sessions) akan tetapi
dalam melakukan kegiatan pemberdayaan
FDs petugas harus harus didiklat FDS.
hanya sebagian kecil pendamping PKH
dikabupaten Pelalawan yang sudah diklat
FDS menyebabkan kegiatan pemberdayaan
melalui FdS belum terlaksana dengan
opimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada
keluarga peneima manfaat PKH, tim pelak-
sana dan tim koordinasi Kecamatan Lang-
gam serta tim pelaksana dan tim koordinasi
Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan
kesetaraan gender dan pengecualian sosial
dalam segi pelayanan semuanya sama, akan
tetapi dalam jumlah bantuan yang diberikan
dibedakan.

Dengan keberhasilan inovasi disuatu
daerah berhasil dilaksanakan bias ditiru
oleh pihak lain dalam hal ini daerah lain
yang juga melaksanakan program keluarga
harapan. Berdasarkan hasil wawancara ke-
pada tim pelaksana dan tim koordinasi Ke-
camatan Langgam serta tim pelaksana dan
tim koordinasi Kabupaten pelalawan, sesu-
atu yang baru belum ada yang dapat di
transfer atau dicontoh daerah lain. Artinya
inovasi pelaksanaan program keluarga
harapan dikabupaten pelalawan terkhusus
dikecamatan Langgam ditinjau dari unsur
Inovasi dalam konteks dan dapat ditransfer
( innovationwithin local content dan
transferability) belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada
keluarga penerima manfaat, tim pelaksana
PKH dan tim koordinasi Kecamatan Lang-
gam dan tim pelaksana PKH dan tim koor-
dinasi kabupaten pelalawan, serta perban-
dingan peneliti tim pelaksana PKH Keca-
matan Bandar Seikijang dan pegawai bank
mandiri KCP PT.Rapp sebagi mitra dalam
melakukan pencairan bantuan sosial, Dapat
penulis tarik kesimpulan bahwa faktor pen-
dukung dan faktor penghambat pelaksanaan
inovasi kebijakan program keluarga hara-
pan dikecamatan Langgam Kabupaten Pe-
lalawan, sebagai beikut :

1. Faktor pendukung, sebagai berikut ;
Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan
Pemerintah Provinsi Riau memberikan
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Insentif bagi Petugas Pelaksana PKH
berupa Bantuan Operasional Pendam-
ping (BOP).
2. Faktor penghambat, sebagai berikut :
a. Terbatasnya sarana dan prasarana
b. Tebatasnya Anggaran Kegiatan
c. Sumber Daya Manusia belum di
diklat FDS
d. Kurangnya Komunikasi dan Koor-
dinasi
e. Budaya Keluarga Penerima man-
faat yang belum bisa melakukan
transaksi melalui sistem perbankan
seperti Kartu KKS Hilang, Pin
ATM Hilang, ATM terblokir.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan inovasi kebijakan prog-
ram keluarga harapan di Kecamatan Lang-
gam Kabupaten Pelalawan belum berjalan
dengan optimal optimal. Adapun faktor-
faktor pendukung dan penghambat pelaksa-
naan inovasi kebijakan program keluarga
harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten
Pelalawan. Faktor pendukung, Pemerintah
Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Pro-
vinsi Riau memberikan insentif bagi petu-

gas pelaksana PKH berupa bantuan opera-
sional pendamping (BOP), kemudian faktor
penghambat, terbatasnya sarana dan prasa-
rana, terbatasnya anggaran kegiatan, Sum-
ber daya manusia yang belum didiklat FDS,
Kurangnya Komunikasi dan Kordinasi, dan
Budaya Keluarga Penerima manfaat yang
belum bisa melakukan transaksi melalui
sistem perbankan seperti sering terjadi
Kartu KKS Hilang, Pin ATM Hilang, ATM
terblokir.
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